SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR : 194 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARANGASEM NOMOR 124 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian pelayanan informasi
hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat,
maka dipandang perlu membentuk Tim Pengelola
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH};

b. bahwa dengan telah berakhirnya masa jabatan
Anggota Komisi Pemillhan Umum Kabupaten
Karangasem periode tahun 2018-2023, dan telah
dilantiknya Anggota Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Karangasem periode tahun 2023-2028
maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan
terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Karangasem tentang Pembentukan Tim
Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Karangasem;
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Mengingat: 1. Undang — Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5898);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33
Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Nasional (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang
Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan
Informasi Hukum {Berita Negera Republik Indonesia
Nomor 218 Tahun 2013);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12
Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
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2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi
dan  Sekretariat Komisi Pemillhan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Xomisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
826);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2
Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota (berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1503);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun
2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
Pubilik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 870);



Menetapkan

KESATU

KEDUA
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MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARANGASEM TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARANGASEM NOMOR 124 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA  JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARANGASEM.

Melakukan perubahan Tim Pengelola Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tugas Tim Pengelola dimaksud pada Diktum KESATU:

1. Melaksanakan Identifikasi tentang Surat Keputusan,
Surat Edaran dan Surat Dinas Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Karangasem;

2. Mengumpulkan Surat Keputusan, Surat Edaran, dan
Surat Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Karangasem,

3. Mensosialisasikan Surat Keputusan, Surat Edaran
dan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Karangasern melalui laman Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum;

4. Mengelola dan Mengunggah Dokumen Surat
Keputusan, Surat Edaran, dan Surat Dinas di Aplikasi
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum,;

5.Menyusun Laporan Kegiatan Pengelola Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum;

6. Menyusun laporan kegiatan pengelolaan Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum;

7.Melaksanakan pekerjaan lain yang berhubungan
dengan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Karangasem.
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KETIGA .  Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA} Tahun Anggaran 2023
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor
: SP DIPA-076.01.2.658131 /2023 Tanggal 30 November
2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura,
Pada tanggal 25 November 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM,

Ttd.

I PUTU DARMA BUDIASA
Keputusan ini _disampaikan kepada :
Yth. 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, di Denpasar;
3. Yang bersangkutan, untuk dilaksanakan;
4. Arsip.

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

Kepala-Sub Bagian Hukum dan SDM,
N
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR : 194 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 124 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM.,

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI

HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

JABATAN
NO. NAMA JABATAN DALAM TIM
1. 2 3
1. | I Putu Darma Budiasa, ST. Ketua KPU Kab. Pembina
Karangasem
2. |l Kadek Sukara, S. Ag. Anggota KPU Kab. Pembina
Karangasem
3. | Agus Nogroho Purwanto, Anggota KPU Kab. Pembina
S.IP Karangasem
4. | I Gede Budana, S.P. Anggota KPU Kab. Pembina
Karangasem
5. | I Wayan Suartika, S.Ag., Anggota KPU Kab. Pembina
M.Ag. Karangasem
6. | Gusti Bagus Sanjaya, Sekretaris KPU Penanggung
SE.,MAP. Kab. Karangasem Jawab
7. |1 Gede Wira Hadibrata | Kepala Sub Bagian Pelaksana
Putra, SE. Hukum dan SDM
KPU Kab.
Karangasem

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM,

Ttd.

I PUTU DARMA BUDIASA

Salinan Sesuai dengan aslinya

KABUPATEN KARANGASEM

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KepalnSub Ba SDM,



